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N0 : 3/LD/2013 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR :  3  TAHUN  2013      
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR : 3  TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PERUSAHAAN DAERAH  

BANK PERKREDITAN RAKYAT  

PERKREDITAAN KECAMATAN  

KABUPATEN INDRAMAYU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI INDRAMAYU, 

 

Menimbang : a. bahwa  sehubungan telah 

dicabutnya Peraturan 

Daerah Kabupaten Indra-

mayu Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat (PD. BPR) 

Kabupaten Indramayu, 

sebagaimana telah bebe-

rapa  kali diubah  terakhir 
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dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Indramayu 

Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat (PD. BPR) 

Kabupaten Indramayu, 

perlu adanya penguatan 

regulasi guna menjamin 

eksistensi Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Pekreditan 

Kecamatan (PD. BPR PK) 

Kabupaten Indramayu; 

 

  b. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagai-

mana dimaksud pada 

huruf a tersebut di atas, 

perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang 

Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat (PD. 

BPR) Perkreditan Keca-

matan Kabupaten 

Indramayu; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 

  2. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabu-

paten Subang dengan 

mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pemben-

tukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingku-

ngan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 1968 

 



4 

 

Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851);  
 

  3. Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998  

(Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 

3790); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor         

66, Tambahan Lembaran 

Negara     Nomor      3843) 
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sebagaimana telah bebe-

rapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 

4962); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lem-

baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 

4286); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 

4355); 
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  7. Undang - Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah bebe-

rapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerin-tahan 

Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844);  

  
  8. Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2009 tentang 

Majelis Permusyawaratan 

Rakyat,  Dewan Perwakilan 
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Rakyat, Dewan  Perwakilan 

Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan 

(Lembaran Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5253); 

 

  10. Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keu-

angan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 
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  11. Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Merger, Konsolidasi 

dan Akuisisi Bank 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 

Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3840); 
 

 

  12. Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penge-

lolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2006 Nomor 

20, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4609) sebagaimana 

telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 
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  13. Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 14 

Tahun 2006 tentang 

Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat dan 

Bank Perkreditan Rakyat 

Perkreditan Kecamatan 

(Lembaran Daerah Provinsi  

Jawa  Barat  Tahun  2006 

Nomor 11, Seri : E), 

sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 

30 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 14 Tahun 

2006 tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat dan Bank 

Perkreditan Rakyat Perkre-

ditan Kecamatan (Lem-

baran Daerah Provinsi  

Jawa  Barat  Tahun  2010 

Nomor 31, Seri : E); 

 

 

 


